
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1945 

No. Pasal Ayat Halaman Bunyi Pasal/Ayat 

1 38  2, 3 Perkawinan dapat putus karena: 

a. Kematian 

b. Perceraian 

c. Atas keputusan pengadilan  

2.  39 1 4, 5 Perceraian hanya dapat dilakukan 

didepan sidang pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.  

 

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

No Pasal Ayat Halaman Bunyi Pasal/Ayat 

1 5  1 41 Hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat 

2.  53 1 39 Dalam memeriksa dan memutus 

pekara, hakim bertanggung jawab 

atas penetapan dan putusan yang 

dibuatnya.  

3.  53 2 39 Penetapan dan putusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus 

memuat pertimbangan hukum hakim 

yang didasarkan pada alasan dan 

dasar hukum yang tepat dan benar 

 



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama 

No Pasal Ayat Halaman Bunyi Pasal/Ayat 

1. 91A 5 44 Biaya proses penyelesaian perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibebankan pada pihak atau para 

pihak yang berperkara yang 

ditetapkan oleh Mahkamah Agung 

 

Kompilasi Hukum Islam  

No. Pasal Ayat Halaman Bunyi Pasal/Ayat 

1. 116  5 Perceraian dapat terjadi karena 

alasan atau alasan-alasan: 

g. suami melanggar taklik talak 

h. peralihan agama atau murtad yang 

menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga  

2.  132 1 3 Gugatan perceraian diajukan oleh 

istri atau kuasanya pada pengadilan 

aga ma. Yang daerah hukumnya 

mewilayahi tempat tinggal 

penggugat kecuali istri 

meninggalkan tempat kediaman 

bersama tanpa izin suami.  

 

 

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan  

No. Pasal Ayat Halaman Bunyi Pasal/Ayat 

1.  19  4, 9, 50, 

51, 52,  

Perceraian dapat terjadi karena 

alasan-alasan atau alasan-alasan: 

a. Salah satu pihak berbuat zina 

atau menjadi pemabok, 

pemadat, penjudi, dan lain 

sebagainya yang susah 

disembuhkan  



b. Salah satu pihak 

meninggalkan pihak lain 

selama 2 (tahun) berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan 

tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar 

kemampuannya 

c. Salah satu pihak 

mendapatkan hukuman 

penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat 

setelah perkawinan 

berlangsung  

d. Salah satu pihak melakukan 

kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan 

pihak yang lain. 

e. Salah satu pihak 

mendapatkan cacat badan 

atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai 

suami/istri.  

f. Antara suami dan istri terus-

menerus terjadi perselisihan 

dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup 

rukun lagi dalam rumah 

tangga.  

 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan  

No. Pasal Ayat Halaman Bunyi Pasal/Ayat 

1. 4 1 6,52,  Semua sengketa pedata yang diajukan 

ke pengadilan termasuk perkara 

(verzet) atas putusan verstek dan 

perlawanan pihak berperkara (partij 

verzet) terhadap pelaksanaan putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap, 

wajib terlebih dahulu diupayakan 

penyelesaian melalui mediasi, kecuali 

ditentukan lain berdasarkan peraturan 

mahkamah agung ini 



2. 4 2 47 Sengketa yang dikecualikan dari 

kewajiban penyelesaian mediasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Sengketa yang pemeriksaannya 

di persidangan ditentukan 

tenggang waktu 

penyelesaiannya meliputi 

antara lain: 

1. Sengketa yang diselesaikan 

melalui prosedur 

pengadilan niaga; 

2. Sengketa yang diselesaikan 

melalui prosedur 

pengadilan hubungan 

industrial; 

3. Keberatan atas putusan 

komisi pengawas 

persaingan usaha; 

4. Keberatan atas putusan 

badan penyelesaian 

sengketa konsumen; 

5. Permohonan pembatalan 

putusan arbitrase;  

6. Keberatan atas putusan 

komisi informasi;  

7. Penyelesaian perselisihan 

partai politik;  

8. Sengketa yang diselesaikan 

melalui tata cara gugatan 

sederhana; 

9. Sengketa lain yang 

pemeriksaannya di 

persidangan ditentukan 

tenggang waktu 

penyelesaiannya dalam 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Sengketa yang pemeriksaannya 

dilakukan tanpa hadirnya 

penggugat atau tergugat yang 

telah dipanggil secara patut 

c. Gugatan balik (rekonvensi) dan 

masuknya pihak ketiga dalam 

suatu perkara (intervensi) 



d. Sengketa mengenai 

pencegahan, penolakan, 

pembatalan, dan pengesahan 

perkawinan; 

e. Sengketa yang diajukan ke 

Pengadilan setelah diupayakan 

penyelesaian di luar pengadilan 

melalui mediasi dengan 

bantuan mediator bersertifikat 

yang terdaftar di pengadilan 

setempat tetapi dinyatakan 

tidak berhasil berdasarkan 

pernyataan yang ditandatangani  

3.  5 3 55, Pertemuan mediasi dapat dilakukan 

melalui media komunikasi audio visual 

jarak jauh yang memungkinkan semua 

pihak saling melihat dan mendengar 

secara langsung serta berpartisipasi 

dalam pertemuan mediasi  

4. 6 2 55 Kehadiran para pihak melalui 

komunikasi audio visual jarak jauh 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

ayat (3) dianggap sebagai kehadiran 

langsung 

5.  6 3 47, 49,52 Ketidakhadiran para pihak secara 

langsung dalam proses mediasi hanya 

dapat dilakukan berdasarkan alasan 

yang sah  

6. 6 4 50, 52, 53,  Alasan sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) meliputi antara lain  

a. Kondisi kesehatan yang tidak 

memungkinkan hadir dalam 

pertemuan mediasi berdasarkan 

surat keterangan dokter; 

b. Di bawah pengampuan; 

c. Mempunyai tempat tinggal, 

kediaman atau kedudukan di 

luar negeri; 

d. Menjalankan tugas negara, 

tuntuan profesi atau pekerjaan 

yang tidak dapat ditinggalkan.  

7. 7 1 7,8,37 Para pihak dan/atau kuasa hukumnya 



wajib menempuh mediasi dengan 

iktikad baik. 

8. 7 2 7,8,37,38 Salah satu pihak atau para pihak 

dan/atau kuasa hukumnya dapat 

dinyatakan tidak beriktikad baik oleh 

mediator dalam hal yang bersangkutan:  

a. Tidak hadir setelah dipanggil 

secara patut 2 (dua) kali 

berturut-turut dalam pertemuan 

mediasi tanpa alasan sah; 

b. Menghadiri pertemuan mediasi 

pertama, tetapi tidak pernah 

hadir pada pertemuan 

berikutnya meskipun telah 

dipanggil secara patut 2 (dua) 

kali berturut-turut tanpa alasan 

sah 

c. Ketidakhadiran berulang-ulang 

yang mengganggu jadwal 

pertemuan mediasi tanpa alasan 

sah 

d. Menghadiri pertemuan mediasi, 

tetapi tidak mengajukan 

dan/atau tidak menanggapi 

resume perkara pihak lain;  

e. Tidak menandatangani konsep 

kesepakatan perdamaian yang 

telah disepakati tanpa alasan 

sah  

9. 22 1 38 Apabila pengugat dintarakan tidak 

beriktikad baik dalam proses mediasi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

ayat (2) gugatan dinyatakan tidak 

dapat diterima oleh hakim pemeriksa 

perkara  

10. 22 2 38 Penggugat yang dinyatakan tidak 

beriktikad baik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai pula kewajiban 

pembayaran biaya mediasi 

11.  22 3 38 Mediator menyampaikan laporan 

penggugat tidak beriktikad baik kepada 

hakim pemeriksa perkara disertai 



rekomendasi pengenaan biaya mediasi 

dan perhitungan besarannya dalam 

laporan ketidakberhasilan atau tidak 

dapat dilaksanakannya mediasi.  

12. 22 4 35, 38 Berdasarkan laporan mediator 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

hakim pemeriksa perkara 

mengeluarkan putusan yang 

merupakan putusan akhir yang 

menyatakan gugatan tidak dapat 

diterima disertai penghukuman 

pembayaran biaya mediasi dan biaya 

perkara  

 

Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999  

No Pasal Ayat Halaman Bunyi Pasal/Ayat 

1. 52 1 10 Hak keperdataan lainnya dalam 

peraturan pemerintah meliputi:  

a. Surat menyurat dengan 

keluarga dan sahabat-

sahabatnya; 

b. Izin keluar lapas dalam hal-

hal luar biasa  

2. 52 2 10 Narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan dapat mengirim 

surat keluar lapas dan menerima 

surat dari luar lapas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

3. 52 3 10, 55 Narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan dapat diberi izin 

keluar lapas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b 

4 52 4 10 Izin ke luar lapas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) diberikan 

oleh kepala lapas 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan  



No. Pasal Ayat Halaman Bunyi Pasal/Ayat 

1. 5  9 Sistem pembinaan pemasyarakatan 

dilaksanakan berdasarkan asas:  

a. Pengayoman 

b. Persamaan perlakuan dan 

pelayanan  

c. Pendidikan  

d. Pembimbingan  

e. Penghormatan harkat dan 

martabat manusia 

f. Kehilangan kemerdekaan 

merupakan satu-satunya 

penderitaan  

g. Terjaminnya hak untuk tetap 

berhubungan dengan 

keluarga dan orang-orang 

tertentu.  

 

  



Lampiran 2 Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

  



Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing 

 

  



Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian 

 



Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian 

 

  



Lampiran 6 Surat Izin Melakukan Riset 

 

  



Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset 

 

  



Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 

 

  



Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an 

 

  



Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer 

 

  



Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK 
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